
 
 

 
 

 
 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 

PERATURAN  BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 18 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS  

PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang 

 

: a. bahwa sehubungan dengan masih adanya alokasi 

pendapatan dan belanja DAK baik fisik maupun non-
fisik yang belum teranggarkan dalam Perda APBD murni 

maupun pada perubahan Penjabaran APBD tahun 
anggaran 2017, serta adanya kebijakan/program 
pemerintah pusat yang harus diakomodir dalam APBD 

tahun anggaran 2017 ini (Pembiayaan Satgas Saber 
Pungli), sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran, 
maka untuk mengakomodir alokasi DAK dan kebijakan 

pemerintah pusat dimaksud, perlu melakukan 
perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 
2017;  

b. bahwa perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah ini dilakukan dengan mengacu kepada 

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

SALINAN 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310), sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);  
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum  (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036); 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaaan Barang Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 15); 

 
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial dalam lingkup Pemerintah (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 42) 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 
2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam 
lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 44); 
 

30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 77 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 77), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai 
Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 77 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 71); 

 

Memperhatikan  : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 977/5056/ 
SJ., Tanggal 30 Nopember 2016, Perihal: Penegasan 
Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan 

Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota; 
 

2. Surat Kepala BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 
Nomor: 900/        /BPKAD/2017, Tanggal    Mei 2017, 
Perihal: Mohon dibuatkan Perbup.- 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan 

 
 

: 

 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
 

 
Pasal  I 

 

(1) Lampiran I dan Lampiran II  Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 77 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2016 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
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Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 71), diubah kembali 

dengan SKPD yang mengalami perubahan sebagai berikut: 
1. Dinas Pendidikan, terdiri dari: 

- Bidang Pembinaan SMP; dan 
- Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal; 

2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup; 

3. Sekretariat Daerah, pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan 
Masyarakat, dan Trantibum Linmas; 

4. Inspektorat; 

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 
 

(2) Perubahan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara. 
 

 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal 22 Mei 2017   

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

     CAP / TTD 
 

      H. ABDUL WAHID HK  
 
Diundangkan di Amuntai 

pada tanggal 22 Mei 2017 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

           HULU SUNGAI UTARA, 
 

  CAP / TTD  
 
               H. S U Y A D I 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

TAHUN 2017 NOMOR 18. 
 

 

 


